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BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK 

NOMOR: 33 

PERATURAN BUPATI DEMAK 
NOMOR 33 TAHUN 2011 

TENTANG 

TAHUN 2011 

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN DAN PEMANFAAT AN INSENTIF 
PEMUNGUT AN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

Menimbang 

~engingat 

DENGAN RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA 

BUP A TI DEMAK, 

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pemungutan Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah perlu diberikan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah dengan mempertimbangkan asas kepatutan, 
kewajaran, dan rasionalitas sesuai dengan peran dan tanggung jawab 
pejabat dan pegawai yang terkait dalam pelaksanaan pemungutan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah; 

b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 69 
Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka perlu mengatur 
mengenai Petunjuk Teknis Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Demak; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
dan hurufb, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis 
Pemberian dan P~manfaatan Insentif Pemungutll,[l Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah di Kabupaten Demak. 

: I. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pem8entukan Daerah­
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Norn or ~2); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun t 983 
Nomor' 49, Tambahan Lembaran Negara Republik In9onesia Nomor 
3262) sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4999); ' 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara 
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indimesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Repub!& Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
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5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pus1t dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lemb!lf3ll Negara Republik Indonesia Nomor 
5049); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5233); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3079 ); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

1 I. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lentbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tamballan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian clan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5161); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang 
Perub1µ1a11 Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor IO Tahun 2007 tentang 
Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 1 O); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nombr 2 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Demak (Lembara!i Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 
Nomor2); 1 



Menetapkan 

J,7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Demak (Lembaran 
Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 6). 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS, PEMBERlAN 
DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH 
DAN RETRJBUSI DAERAH DI KABUPATEN DEMAK 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

I. Daerah adalah Kabupaten Demak. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Demak. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak. 

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan 
Kekayaan Daerah Kabupaten Demak. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana tahunan keuangan pemerintahan daerah yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan 
ditetapkan dengan peraturan daerah. 

7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan 
daerah sesuai dengan perundang-undangan. 

8. Pajak Dacrah yang sel mjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib 
kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat 
memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan 
secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar­
besarnya kemakmuran rakyat. 

9. Retribusi Daerah yang selanjutnya discbut Retribusi adalah Pungutan 
Daerah sebagai pendapatan atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang 
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau Badan .. 

I 0. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan 
data obyek dan subyek pajak atau retribusi, penentuan besamya pajak 
atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau 
retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan 
penyetoran. 

11. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut 
Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai 
penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan Pemungutan 
Pajak dan Retribusi. 

12. Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi adalah 
dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan 
pemungutan Pajak dan Retribusi. 
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BAB II 

ASAS 

Pasal 2 

Pemberian dan pemanfaatan Insentif dilaksanakan berdasarkan asas 
kepatutan,. kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung 
jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah. 

BAB Ill 

MAKSUD 

Pasal 3 

Pemberian Insentif dimaksudkan untuk meningkatkan: 
a. kinerja instansi pemungut dan pihak lain yang menjadi bagian dari 

pcluksanuun pcmungutun pujuk dun rctrihusi; 
b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai; 
c. pendapatan daerah; dan 
d. pelayanan kepada masyarakat. 

BAB IV 

INSENTIF 

Bagian Kcsatu 
Penerima Insentif 

Pasal 4 

(I) Insentif diberikan kepada ,Jnstansi Pelaksana Pemungut Pajak dan 
Retribusi. 

(2) lnscntif sebagaimana dimaksud pada ayat (I) sccara proporsional 
dibayarkan kepada: 
a. pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi 

sesuai dengan tanggungjawab masing-masing; 
b. bupati dan wakil bupat1 sebagai penanggung jawab pengelolaan 

keuangan daerah; 
c. sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; 
d. pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/kelurahan dan 

kecarnatan, kepala desa/lurah dan carnat, dan tenaga lainnya yang 
ditugaskan oleh lnstansi Pelaksana Pemungut Pajak; dan 

e. pihak lain yang membantu pemungutan Pajak dan Retribusi. 

(3) Pemberian Insentif kepada bupati, wakil bupati, dan sekretaris daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat diberikan 
dalarn hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi. 

Bagian Kedua 

Pemberian lnsentif 

Pasal 5 

(I) Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi Insentif 
apabila mencapai target penerimaan pajak daerah / retribusi daerah yang 
ditetapkan dalarn Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
dijabarkan dalarn triwulan se~agai berikut: 



a. sampai dengan triwulan I 15 % (lima belas perseratus); 
b. sampai dengan triwulan II 40 % (empat puluh perseratus); 
c. sampai dengan triwulan III 75 % (tujuh puluh lima perseratus); 
d. sampai dengan triwulan IV 100 % (seratus perseratus). 

(2) Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditetapkan lebih lanjut 
dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 6 

Pemberian insentif dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya 
berdasarkan tingkat capaian kinerja. 

Pasal 7 

Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentifuntuk triwulan 
tersebut dibayarkan pada bulan setelah tercapainya target kinerja triwulan 
yang ditentukan. 

Pasal 8 

Dalam hal target kinerja pada akhir tahun aiiggaran penerimaan tidak 
tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah di

1
bayarkan untuk triwulan 

sebelumnya. . 

Pasal 9 

Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran 
telah tercapai atau melampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan 
pada tahun anggaran berkenaan, pemberia:n insentif diberikan pada tahun 
anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peratur,in 
perundang-undangan. 

Bagian Kedua 

Sumber Insentif 

Pasal IO 

Insentif bersumber dari pendapatan Pajak dan Retri busi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Ketiga 

Besaran Insentif 

Pasal I I 

(1) Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi ditetapkan paling tinggi 5% 
(lima perseratus) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam 
tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi. 

(2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditetapkan 
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 
berkenaan. 

Pasal 12 

Jenis Pajak dan Retribusi yang daf.at dialokasikan insentif pem:ingutan yaitu 
jenis Pajak dan Retribusi yang clipungut pada tahun anggBrll!l berkenaan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 13 

Penerima pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) 
dan besarnyil pembayaran lnsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

BABY 

PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

Pasal 14 

(I) Kepala Dinas menyusun penganggaran Insentif pemungutan Pajak 
dan/atau Retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 11. 

(2) Penganggaran Insentif pemungutan Pajak dan/atau Retribusi 
sebagaimana dimaksud ayat (I) dikelompokan kedalam belanja tidak 
langsung, yang diuraikan berdasarkan jenis Belanja Pegawai, objek 
belanja insentif pemungutan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah 
serta rincian objek belanjanya. 

Pasal 15 

Pertanggungjawaban pemberian lnsentif pemungutan Pajak dan/atau 
Retribusi dibuktikan dengan tanda terima bukti pcmbayaran dan/atau bukti 
penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang-
undangan. · 

BAB Vl 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal 16 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalarn Serita Dacrah Kabupaten Demak. 

1.'i !~•c1n~~:( 
1 ,',D [, ll :___: ,._, 0','l 

PAR,d· 

.r BUPATI DEMAK, 

2 Pih. ASISTEN Ill q;:.... 
3 KA. DPK.KD l,,j 

4 KABAGI-IUKUM 
I~ 

Diundangkan di Demak ~ 
p!\da tanggal 29 c:>kltln.r ~tl 

SEKRET ARIS DAERAH KABUPA TEN DEMAK, 

SMITO , PO 
BERITAD _ UPATEN DEMAK TAHUN c:2.Oil NOMOR ?'.7 


